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1. [bookmark: _Toc138395558][bookmark: _Toc134180323][bookmark: _Toc131022011]Penelitian Sebelumnya
Penelitian Sebelumnya adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan-menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

	NO
	Judul Penelitian
	Persamaan 
	Perbedaan 

	1. 
	Penelitian oleh Riska Tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan  Dini  Masyarakat di Kota Padang”
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam untuk menganalisis implementasi kebijakan forum kewaspadaan dini masyarakat di kota Padang. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka
	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada locus penelitian, karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti locus yang menjadi penelitian adalah di Kabupaten Cirebon.

	2. 
	Penelitian oleh Muhammad Rizal Muharam tahun 2018 yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  forum kewaspadaan dini  masyarakat  di kabupaten  Malang”
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan wawamcara untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan forum kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat Pendidikan, dukungan pemerintah, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut mempengaruhi partisipasi mereka.
	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada pendekatan yang digunakan, karena penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif.  

	3.
	Penelitian oleh Endro Dwi Saputro tahun 2019 yang berjudul “Evaluasi implementasi kebijakan forum kewaspadaan dini masyarakat di kota Semarang”
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara untuk mengevaluasi implementasi kebijakan forum kewaspadaan dini masyarakat di kota semarang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam menigkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan mereka.
	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada locus penelitian dan teori yang digunakan, karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti locus yang menjadi penelitian adalah di Kabupaten Cirebon.

	4.
	Penelitian oleh Rendi P. Anggara tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas kebijakan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam menanggulangi kejahatan di kota palembang”
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan wawancara untuk menganalisis efektivitas kebijakan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam menanggulangi kejahatan di kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.
	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada pendekatan yang digunakan dan locus penelitian, karena penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif.  

	5. 
	Penelitian oleh Syahrul tahun 2019 yang berjudul “ Evaluasi pelaksanaan kebijakan forum kewaspadaan dini masyarakat di kabupaten Brebes”
	Penelitian ini menggunakan metode survey dan wawancara untuk mengevaluasi implementasi kebijakan forum kewaspdaan dini masyarakat di kabupaten brebes. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya.
	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada locus penelitian dan teori yang digunakan, karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti locus yang menjadi penelitian adalah di Kabupaten Cirebon.



Berdasarkan Tabel 2.1 Tentang penelitian sebelumnya membahas dan meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Yang membedakan dengan peneliti adalah perbedaannya lokus dan pendekatan metode penelitiannya. Sedangkan substansinya sama yaitu mengenai Implementasi Kebijakan. Penelitian sebelumnya, persamaan yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan metode penelitian kualitatif maupun deskriptif. Dengan demikian penelitian ini memiliki perbedaan  dengan penelitian sebelumnya, baik dari lokasi penelitian, teori maupun output yang digunakan sehingga penelitian ini bersifat orisinal.
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0. [bookmark: _Toc138395560][bookmark: _Toc134180325]Teori Implementasi Kebijakan
    Secara umum, istilah kebijakan atau politik digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
Implementasi Kebijakan pada prinsipnya merupakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik.
Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program.
Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, dalam hal ini dapat berupa undang-undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Berupa identifikasi masalah yang hendak dicapai dengan melalui berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.
Implementasi kebijakan, sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan pelaksanaan, lebih dari itu menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak, dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada giliran berikutnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan (intended impact) maupun yang tidak diharapkan (spillover/negative effect).
Wahab, Abdul (1997) dalam Wahab (2014:53) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan:
“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya”.

Van Meter dan Van Horn (1978) dalam Suaib (2016:81) mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu atau kelompok publik atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Makna perumusan diatas ialah bahwa implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan.
Setelah suatu keputusan diambil, langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. Ini berarti antara pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama  lain. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka, karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah pada action intervention itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam pengambilan kebijakan.
Definisi tersebut memberi makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
 Teori Mazmanian Daniel, A dan Sabatier Paul A. (1983) dinyatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, yakni:
1. Karakteristik dari Masalah

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah di pecahkan, seperti kurangnya masyarakat memahami FKDM. Oleh karena itu, sifat masalah akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang di implementasikan tingkat keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada masalah-masalah sosial yang ada, jika masalah sosial semakin besar maka tolak ukur keberhasilan semakin sulit tercapai karena persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah.
1. Masyarakat Memahami Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Untuk Masyarakat di desa masih belum memahami tentang FKDM karena untuk mensosialisasikannya dari kecamatan dan untuk masyarakat kabupaten sudah memahami tentang FKDM karena semuanya orang berpendidikan dan mantan PNS dan TNI tenaga pendidik dan mahasiswa.
1. Kemampuan Anggota Memahami Tupoksi Ilmu Intelijen (Deteksi Dini) 
Ketua, sekertaris dan anggota pasti sudah mengerti sedangkan masyarakat umum mungkin masih belum paham. Lalu sudah terbentuk semua desa dan kabupaten cirebon akan ada bimbingan teknis dari kabupaten.
1. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat partisipasi sebagai kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat, akan dapat diketahui bahwa akar perkembangan pemikiran tentang partisipasif dalam pembangunan akan terkait dengan diskursus komunitas. Dimana salah satu diskursus komunitas adalah asumsi bahwa masyarakat bukanlah sekumpulan orang yang bodoh, yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah belaka. 
Partisipasi masyarakat adalah keikut sertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menanggani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

1. Karakteristik Kebijakan

Karakteristik kebijakan adalah kejelasan isi kebijakan ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Selanjutnya ketidak jelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Dalam karakteristik kebijakan berperan aktif bagaimana kejelasan kebijakan maka dapat memahami dengan mudah dan melaksanakan dengan mudah, lalu seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantep karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. Jadi sebuah kebijakan harus memiliki dasar teoritis yang sudah teruji dengan baik dan menjadi dasar sebuah kebijakan.
0. Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap FKDM
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sampai dengan saat ini koordinasi dengan jajaran intelijen vertikal sudah optimal dan berjalan dengan baik saling terintegrasi terkait informasi di lingkungan setiap desa dan kecamatan informasi tersebut di proses dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan di sampaikan ke jajaran intelijen vertikal secara integrasi.
0. Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menindak Lanjuti Pelaporan FKDM

Monitoring bukan kepengawasan karena FKDM bukan untuk diawasi tapi dimonitoring setiap segala bentuk kegiatan dilingkungannya dengan tujuan kondusifitas lingkungan agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman dan tertib sehingga dapat berjalan dengan optimal fungsi FKDM dilingkungan Desa dan Kecamatan sebagai upaya pencegahan dini terjadinya ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) keamanan dan ketertiban lingkungan.
0. Pencegahan konflik sosial oleh FKDM
Pencegahan konflik merupakan strategi struktural dan operasional jangka menengah dan panjang yang dilakukan secara proaktif oleh berbagai aktor untuk mengidentifikasi dan membuat kondisi yang memungkinkan bagi lingkungan aman yang lebih stabil dan terprediksi. Upaya pencegahan konflik bisa dilakukan dengan: 1. membangun mekanisme peringatan dini (early warning system) yang memungkinkan setiap institusi memonitor hubungan inter-state, inter-society, dan antara state dan society 2. membangun atau mengembangkan mekanisme institusional untuk mencegah intensitas eskalasi konflik 3. memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat yang rentan konflik. Sistem pencegahan konflik fokus untuk mencegah konflik menjadi kekerasan. 
Terjadinya konflik menjadi kekerasan terkait erat dengan proses penyelesaian konflik pada awalnya dan hal ini terkait dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, pencegahan konflik diarahkan untuk menciptakan kondisi yang mendorong penyelesaian konflik secara dini dan meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan. Pada dasarnya kerangka kerja pencegahan konflik di Indonesia disusun untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial-politik ekonomi agar tidak berkembang menjadi kekerasan. Sistem pencegahan konflik atau kerangka kerja pencegahan konflik pada dasarnya adalah sebuah sistem manajemen untuk mengembangkan pengetahuan tentang konflik dan  cara. Salah satu tugas dan fungsi dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah mencegah dan mendeteksi dini kejadian yang akan menimbulkan konflik sosial, agar nanti sebisa mungkin konflik tersebut dapat di cegah dan tidak timbul. 
Akan tetapi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mempunyai batasan hanya sebatas memantau dan menginformasikan info yang didapat kepada pemerintah setempat yang nantinya laporan tersebut akan di proses, di survei ulang dan kemudian diambil tindakan. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tidak bisa melakukan aksi yang lebih dari sekedar menginformasikan laporan yang didapatkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari unsur samping dimana unsur samping yang dimaksud adalah TNI/POLRI yang juga di tugaskan di tempat  tersebut. Walaupun hanya sebatas memberikan informasi tetapi peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pencegahan konflik sosial sangat penting dalam pencegahan konflik sosial, dengan adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sendiri laporan yang diterima oleh pemerintah setempat lebih cepat, dan lebih beragam. Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mempunyai peran yang sangat besar.

1. Karakteristik Lingkungan 

 Lingkungan kebijakan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian kemajuan teknolotgi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern
0. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Budaya Teknologi Masyarakat
Kondisi sosial ekonomi masyarakat menyangkut akan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondisi sosialnya yang secara sederhana dapat dikatakan kepada masyarakat yang sudah terbuka dan modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional. Masyarakat yang sudah terbuka akan lebih mudah menerima program-program pembaharuan dari pada masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Sementara itu, teknologi sendiri adalah sebagai pembantu untuk mempermudah pengimplementasian sebuah program. Teknologi yang semakin modern tentu akan semakin mempermudah.
0. Fasilitas yang di lakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
    Kesbangpol memfasilitasi FKDM sejauh ini sudah di sediakan payung hukumnya berupa peraturan Bupati dan sudah dianggarkan di setiap kecamatan dan desa sedang proses usulan anggarannya.
0. Partisipasi Masyarakat di Dalam FKDM
	Dalam hal ini, partisipasi adalah alat dan juga tujuan karena membentuk bagian dari dasar kultur yang membuka terbukanya jalan bagi tercapainya HAM. Dalam partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk memengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Arti partisipasi sering disangkut paut kan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara politis. Dalam lain hal, Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan  kreatifitasnya.
	Pemerintah memilih untuk mengumpulkan partisipasi masyarakat dibandingkan dengan orang yang memang sudah terlatih dan profesional, dalam hal ini di karenakan dengan mengumpulkan partisipasi masyarakat didalam forum kewaspadaan dini masyarakat nantinya informasi yang akan di dapatkan lebih mudah, jadi dengan kata lain forum kewaspadaan dini masyarakat adalah partisipasi masyarakat dan untuk kebaikan bagi masyarakat.
	Partisipasi masyarakat sendiri dapat dilihat dari segi kontribusi apa saja yang sudah diberikan oleh anggota fkdm selama ini didalam suatu organisasi tersebut. Kontribusi tersebut dapat berupa kontribusi tenaga dan pemikiran serta kontribusi sara dan juga kontribusi dana. 
       Mazmanian dan Sabatier (1981) dalam Suaib (2016:93), Dalam Implementasi Kebijakan mengakui dimana target group merupakan tujuan utama kebijakan, kemampuan strategi manajemen diperlukan bagi dukungan proses perubahan perilaku target group. Kemampuan manajerial meliputi pengembangan kecukupan pengawasan sebagai program secara fiskal tidak mismanagement, tegaknya moral para pelaksana dan manajemen konflik internal.
Mazmanian Daniel dan Sabatier Paul A. (1978) dalam Suaib (2016:97) Model ini disebut kerangka analisis kebijakan. Peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel bebas diklarifikasi menjadi:
1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
1. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
1. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.
        Sedangkan variabel tergantung yaitu tahap-tahap implementasi yang harus dilalui yaitu output kebijakan badan-badan pelaksana, kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, dampak nyata output kebijakan, dampak output kebijakan sebagai dipersepsi dan perbaikan mendasar dalam undang- undang.

0. [bookmark: _Toc134180326][bookmark: _Toc138395561]  Kebijakan Publik
[bookmark: _Toc138395562] Kebijakan Publik merupakan suatu kewenangan karena dibuat oleh sekelompok individu yang mempunyai kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan. Keputusan akhir yang telah ditetapkan memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik atau public servant untuk melakukan tindakan kedepannya. Kebijakan publik menjadi faktor penting dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal tersebut bergantung kepada setiap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dampak yang dirasakan oleh objek kebijakan tersebut.
[bookmark: _Toc138395563]       Kebijakan publik yang dilaksanakan tidak berpihak kepada rakyat dan justru hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Maka dari itu, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada rakyat dan memang ditujukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang umumnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh para pemangku kebijakan. Walaupun dalam suatu siklus kebijakan publik telah dilakukan tetapi fakta di lapangan sering menunjukan bahwa kebijakan tersebut gagal untuk mencapai sasaran Kebijakan publik sebagai proses yang krusial seringkali dicampuri oleh unsur-unsur politik kepentingan yang dibawa oleh pihak tertentu, sehingga baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, dapat melenceng dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu banyak masalah yang timbul dalam masyarakat setiap harinya, hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui suatu kebijakan publik. Salah satunya merupakan tentang masalah pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan keduanya sangat penting bagi masyarakat karena keduanya saling mendukung keberhasilan satu dengan lainnya. Walaupun pada kenyataannya sering kali terjadi ketimpangan antara keduanya. Ketimpangan ini yang menjadikan efektifitas suatu kebijakan menurun dan dapat menjadi faktor kegagalan suatu kebijakan.
[bookmark: _Toc138395564]      Menurut Anderson (1984) dalam Zainal (2018:8), kebijakan merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson (1984) dalam Zainal (2018:8), Mengklarifikasi kebijakan, politik menjadi dua: Substantif dan Prosedural. Kebijakan Substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan Kebijakan Prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
[bookmark: _Toc138395565]       Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik: Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Kelima tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

0. Forum Kewapadaan Dini Masyarakat
     Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah di badan kesatuan bangsa dan politik dengan tujuan untuk melakukan cegah dini dan deteksi dini dalam menghadapi ancaman ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan). Kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini daerah selanjutnya disebut puskomin kewaspadaan dini daerah adalah suatu wadah komunikasi, konsolidasi dan pengendalian sistem informasi stabilitas daerah. Tim kewaspadaan dini pemerintah daerah kabupaten cirebon adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan kewaspadaan dini pemerintah kabupaten cirebon. 
Forum kewaspadaan dini masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional diberbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilakukan oleh Masyarakat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kabupaten dan Kecamatan dikukuhkan oleh Bupati dengan jumlah anggota FKDM Kabupaten berjumlah 11 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota. Jumlah anggota FKDM Kecamatan berjumlah 9 orang yang terdiri darim Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota. Terdiri dari unsur Wakil Organisasi Kemasyarakatan, Tenaga Pendidik, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Agama atau Elemen Masyarakat lainnya. Tugas pokok dan fungsi Tim Kewaspadaan Di Daerah Tingkat Kabupaten sebagai berikut: 1. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/ bahan keterangan dengan instansi vertikal diwilayah kabupaten mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Kabupaten. 2. Mengoordinasikan FKDM di Kabupaten, Kecamatan dan kelurahan atau desa dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap ancaman potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG. 3. Memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Kabupaten.
Tugas pokok dan fungsi Tim Kewaspadaan di Daerah tingkat Kecamatan sebagai berikut: 1. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/ bahan keterangan dengan instansi vertikal diwilayah kecamatan mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan. 2. Mengoordinasikan FKDM di Kecamatan dan kelurahan atau desa dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap ancaman potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan. 3. Memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Kecamatan.
Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan di tetapkan dan di kukuhkan oleh Kuwu/Lurah jumlah anggota FKDM Desa/Kelurahan berjumlah maksimal 7 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota. Terdiri dari unsur Wakil Organisasi Kemasyarakatan, Tenaga Pendidik, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Agama atau Elemen Masyarakat lainnya (bukan unsur pemerintah desa). Tugas pokok dan fungsi FKDM Desa/ Kelurahan sebagai berikut: Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG dan memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah di kecamatan. 
Pendeteksian dan pencegahan dini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan kewaspadaan dini daerah untuk membantu instrumen negara dalam penyelenggarakan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat yang meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Daerah.

0. [bookmark: _Toc138395566][bookmark: _Toc134180327]Kerangka Pemikiran
1. [bookmark: _Toc138395567][bookmark: _Toc134180328][bookmark: _Toc132021054][bookmark: _Toc131457952]Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan, implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.
Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:
“ Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.
  Teori yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan, Penulis menggunakan teori dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, karena ada kesesuaian antara masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan oleh teori tersebut.
   Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Subarsono M.Si (2016:93), Implementasi Kebijakan mengakui dimana target group merupakan tujuan utama kebijakan, kemampuan strategi manajemen diperlukan bagi dukungan proses perubahan perilaku target group. Kemampuan manajerial meliputi pengembangan kecukupan pengawasan sebagai program secara fiskal tidak mismanagement, tegaknya moral para pelaksana dan manajemen konflik internal. 
Adapun ciri-ciri model implementasi sebagai manajemen kebijakan merupakan:
1. Setiap kebijakan harus didasarkan kepada teori yang sehat, tujuan menguntungkan kelompok sasaran.
1. Kebijakan tersebut didukung secara nyata dan aktif oleh kelompok sasaran, tokoh-tokoh politik.
1. Pelaksana kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor krusial yang mempengaruhi kebijakan.
Pendekatan Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier (Tahir, 2014:28), menjelaskan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: 
1. Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompk sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, variabel ini disebut juga dengan karakteristik dari masalah.
1. Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variabel ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.
1. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan, yang berkenan dengan indikator, kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.
          Proses implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan dengan substansi kebijakannya, pejabat pelaksana di lapangan sebagai implementator dan aktor individu selaku kelompok target




















[bookmark: _GoBack]Outcome
Terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui peran yang maksimal dan forum kewaspadaan dini masyarakat.

INPUT

Upaya
Untuk mewujudkan implementasi kebijakan forum kewaspadaan dini masyarakat di badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten cirebon
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FEEDBACK

Output (+)
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sudah optimal
Output (-)
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat belum optimal
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON




Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian Daniel dan Sabatier Paul A:
1. Karakteristik Masalah
1. Karakteristik Kebijakan
1. Lingkungan Kebijakan
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